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I lukum pidann scbagai sistcm �anksi yang ncgalif. memberi sanksi terhadap 
perbuatan-perbuatan yang tidak dikchendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal 
ini berhubungan dengnn pnndangan hidup. tata susila. dan moral keagamaan scrla 
kcpcnlingan bangsa tcrtcmu dikai1kn11 dengan pcrubahan-pcrubahnn sosial yang 
berlangsung terus. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan 
me nim bulkan berbagai macam pemiasalahan lebih lanju1, yang tidak selalu dapat 
diatasi secara perscornngan. tetnpi hnrus secara bcrsama-snma, dan yang 
penyclcsaiannya mcnjndi langgung jnwnb bcrsama anlar kiln. Penculikan anak 
merajalcla. Anak-anak dipaksa mengnmen dan mencnri uang oleh para preman di 
percmpamnjalan. terminal, dan bis-bis. Scharusnya pcmerintah merazia anak-anak 
pengamcn tersebul dan mcngumpulk:mnya di panll ncgara. Sehingga orang tun anak
anak yang diculik bisa mcncari anaknya di situ. Menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia yang dikarnng oleh W.J.S. Pocrwadanninla, penculikan adalah perbualan 
(haL pcrkara dan sebagainya) menculik. Scdang pengertian mcnculik adalah : 
a. Mengambil (mencuri, melarikan) anak-anak, 
b. Mengrunbil (menangk3p) orang lalu dilarikan (discmbunyikan. dibunuh). 

Anak dalam pcmaknaan yang umum mendnpat perhatian tidnk saja dalam 
hidang il111u pcngctahunn (lhe body of knowledge), lctapi dapnl ditclaah dari sisi 
pandang scnlralislis kchidupa. Sepcrlinya. agrunu, hukum, dan sosiologi yang menjadi 
pengertian anak scmnkin rasional don aktual dalam tingkun£� sosial. Anak 
dilctakkan dalam Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjadi objck dan subjek 
yang ulama dari sistcm hukum posilif yang mengntur tentang anak. Sistem hukum 
yang berlaku di Indonesia menetapkan pcngertian anak ke dalam pengertian status 
alau eksistcnsi anak yang menjadi pcrmasalahan hukum. Sebagai gcnerasi penerus 
dari sumbcr daya manusia yang bcrpolcnsi unluk memperjuangkan cita-cita don 
strategi bangsa dalam waktu yang akan datang. Dan dalam lapangan hukum pcrdata. 
kita lihat pada kctantuan Pasal 330 Kt:ll Pcrdata,'Stb. 1931:-.lo.54. )ang menentukan 
bah"a orang l'elum dcw .. sa alau anak udalah mcreka yang belum gcnap bcrumur 21 
(dua puluh s:ilu) tahun. dan belum pemah kawin. Untuk mendcfinisikan Advoknsi 
dan Hukum Pcrlindungan Anak sebagai pcgangan 1eorit is dalam mclemkkan hak-hak 
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anak scbagai subjek hukum. tcrlcbih dahulu perlu dipahami pcngertian hukum pada 
umumnya. 

Kedudukan hukum pada wnumnya maupun Advokasi dan Hukum 
Perlindungan Anak, memiliki tujuan hukum yang hcndaknya di dapat dari salll 
kesamaan penafsiran. Dalam realita kehidupan. Banyak lcrjadi kasus-kasus 
penculikan anak. Namun di dalam KU! I Pidana liada satu pasalpun yang secara tcgas 
mengatur dan menyatakan pcrbuatan ini dilarang dan diancarn dcngan hukuman. Hal 
inilah yang menyebabkan penanggulangan penculikan anak ini melalui hukum 
menghadapi kendala. Komisi Perlindungan Anak Indonesia scbagaimana diatur 
dalam Pasal 74. 75, dan 76 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
adalah sebagai berikut : 
Pasal 74 UU t\o. 23 Tahun 2002 : 
··Dalam rangka meningkatkan efekth'itas peoyeleoggaraan perlindungan anak. 
dcngao undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang 
bersifat independen". 
Pasal 75 UU No. 23 Tahun 2002 : 
(I) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tcrdiri dari I (salll) orang 

kcnia. 2 (dua) orang wakil kctua. l (satu) sekretaris. dan 5 (limn) orang anggota. 
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana diniaksud dalam ayat (I) tcrdiri dari unsur 

pemerintah. tokoh agama, tokoh masyarakat. organisasi sosial, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi profesi. lembaga swadaya masyarakat. dunia usaha. 
dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. 

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaslmd dalarn ayat (I) jan ayat (2) diangkat 
dan diberhcotikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. uotuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. dan 
dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. 

(4) Keteotuan lebih lanjut mengenai keleogkapan orgaoisasi, mekanisme kerja. dan 
pcmbiayaan ditetapkan dengan Keputusan Prcsiden. 

Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002 : 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bcrtugas : 
a. Melakukan sosialisasi scluruh kelentmm peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pcrlindungan anak. mengumpulkan data dan informasi, 
menerima pengaduan masyarakat. melakukan penclaahan, pcmantauan. evaluasi. 
dan pcngawasan terhadap penyelenggaraan pcrlindungan anak. 

b. Memberikan Japoran, saran. masukan, dan pertimbangan kepnda Prcsiden dalam 
rangka perlindungan anak. 
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